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Dari 30 koperasi yang
pencabutan badan hukumn-
ya sudah diumumkan oleh

s Koperasi, UKM, Perin-
dus ian, dan Perd angan
dung

(Diskoperindag)
beberapa waktu lalu, baru

peme ,yakm iapan
untuk berbenah

Baru satu yang meny-
ampaikan kepada pemerin-
tah bersedia aktif lagi dan

akan melakukan
pat anggota tahunan). Se-
dangkan yang lain belum,”
kata Kepala Diskoperindag
Badung I Ketut Karpi
Minggu (1/11).
ntgutulnya dar 561
koperasi yang a
Badung, 106 di an
dinyatakan tidak aktif.
Meski begitu baru 30 kope-

rasi yang telah diberikan-

surat pembubaran, Dan
yang lain masih dalam ta-
hap pembinaan. Menurut
Karpiana, keputusan mel-
akukan pembubaran untuk
menz;hmdau pencemaran

MANGUPURA, NusaBali -

pera51 koperasi yang -

Edisi

Sgl:ll 2 NOWMM 20(5'

dilakukan pem inaan saja.
Karena badan ukumnya
kan belum dicabut. Tapi
kalau sudgh dicabut dan
akan mendirikan lagi, baru
pengesahcnny melalui
pemerintah pusat. Di dae-
rah hanya me ihkl ke-
- wenangan| pem
“dan pengaw f )
Karpiana. | |
Lalu kopprasi
mengmdah
pemerintah
Menurutnyra,
patnya memb

uk tim
_untuk menentu Isangkah

selanjutnya. Bila dalam
waktu yang ditentukan,
maka akan dica t badan
hukumnya.

_ Puluhan asi yang
dxsuran a lah koperasi
yangtl ‘ | bebera-

da me n

keglatan RA enyumuman
pembubaran ini tei dua
‘bulan lebih, \gustus

2015 lalu, dipasa g diselu-
ruh kantor camat se-Kabu-
- paten Badung. Batas akhir
_ untuk berbenah adalah dua

~ bulan setelah T n g;xmp-

ke
== ==
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jelas politisi
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BANGLI, NusaBali
Anggota DPRD Ba

puknya tunggakan Pajak Hafel
dan Restoran (PHR) di Ka
paten Bangli. Wakil masjana
kat Bangli ini bakal berujs

mengurai benang kusut yang
jadi_h‘i%g makin besafnya
tunggakan PHR yang bély

terbayarkan.

gli, 1 Ketut Mastrem,
ber pihaknya bakal melak

melalaikan kewajibannya

“Kami bakal ke
mengumpulkan mereka, |un-
tuk membahas persodla
tersebut,’ujar Mastre i
ggu (1/11).

Kata polisi PDIP asal
Katung, Kintamani ini,

t
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[le

pat mengadakan pertemjia
dengan pelaku pariwigat d
Kintamani. Pertemuan lit
dimaksudkan untuk mgnda
masukan untuk mengembaing
kan pariwisata Bangli. i
itu, jelasnya, pertemuan jéga-
dimaksudkan untuk m
carikan masukan dan soljis
terkait mi{ in tingginya tu

gakan PHR di Kabupaten E
ngli. i ;

“Saat pertemuan itu, mf
eka juga banyak memberika

masukan pada kita. Termas
mengenai masih banygkny
pengusa a yang nungg
, ujarny. '
Lantas|
bahasan

v

&

: kurang n‘a simal. Disisi

dala Qq temuan itu, ara[pé—
milik hotel dan restoran tidak
ada ni untuk menunggak
dan menggelap pajak yang
seharusnya mereka bayarkan
ke pemerintah. b1 el

“Hanya saja, hal tersebut
terpaksa mereka lakukan un-
tuk meh%ingatkan pemerin-
tah. Sebab, selama ini pemer-

intah hanya menuntut ke a-

an,” ujarnya. |
Dalam pertemuan itu mer-
eka banyak yang mdn_gaL('u
belum mendapatkan haknya
sebagai mana mestinya. Lanjut

Mastrem, hak yang mereka
makﬂiEd'ld adalah kur ngnya
al

pro isata hingga s
belu imalnya penataan
obje yate
Bangli. Mereka menuntut

ta di Kab pat}n

"pem rintah meningkatkan

anggaran promosi |

* “Sebab, promosi s lama
ini dinilai minim, akibatnya
kunjungan wisata di Kinta-
mani

un objek lainnya
e lain,
mereka juga menuntut su-
paya pemerintah jangan hanya
mempromosikan objek isa)aa
yang tgldI ikenal, melainkan
mempromosikan objek yang
selama ini terpendam, namun
potensial dikembangkan se-
bagai dinasti pariwisata di
Kabupaten Bangli,” sebutnya,

Kalau pemerintah mau
memenuhi hak-hak itu,
maka mereka pun bakal siar
memenuhi kewajibannya. Per
temuan kedua bakal segera
dilaksanakan. Kalau jadwal
sudah’ siap, pihaknya juga
bakal mengundang awa me?
dia. @ cr53 in |
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KETUA DPRD Buleleng | QGde Supriatna be : abup Bulele - l yoman Sutjud tln] u lokasi proyek dprmaga
.curah ca;r di Pelabuhan Ce ukan Bawang 14 ‘

- mé yusul terungk Py
banunan dermaga c

engacu pada ; cair itu dari pi elindo IIrcran

abuhan (RIP). | Ty 1 R :

. Hal tersebut di 'U ikar 1 i tLu, kita
Ketua DPRD Bule ;' ) ir penda-
iatn j8 casi ,;j@_ ljersa;m i kait dalam
proyek pembangun : y  proyek tersebut. l tinya segala
ah cair di Pelabu kan be tuk perizinan p l%np harus

dipenuhi baik itu yang diterbitkan

_pusat atau yang diterbitkan di
d{ﬁ;h Kami tidakiingi | masalah

/injmenjadi polemllF panjang, seh-
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ifxgga peme’:irintah bisa meh‘;am-

kLil langkah tegas dan ma alah

terselesaikan dengan baik,” tegas

politisi PDIP asal Desa Tejakula.
. Kunjungan Ketua De ke
lokasi groglek juga didampingi

Wakil Bupati Buleleng Nyoman ~ j

Sutjidra, Camat Gerokgak Putu

Ariadi Pribadi, dan Kapolsek -

pekerjaan proyek dihentikan
sementara. Untuk itu, pihaknya
berharap Pelindo III Surabaya
Caban ?Ze‘] kan Bawang dan
- pihak pelaksana proyek agar
- menghdrmati pemerintah daerah
dan pekerja|proyek tidak main
Kucing-kucingan. “Saya setuju

~ Sutjidria mengingatkan zgar

dewan dan nantilakan terungkap
akar dibuat di Celukan
Hormati pemerintah
berusaha ‘kuc-
Ean seperti saat kita
erjaan masih berjalan
egaljtas proyek ini se-
gasnya.
Sebelumnya, Pemkab Buleleng
‘meminta agar} Pemerintah pusat
emeénhub mengevalu-
ali RIP Celukan Bawang.
,|RIP yang sedang
belum mengako-
modir kepentjngan Perda RTRW
kabupaten. ‘| i
- Situasi itu muncul setelah PT
Pelindo I1I Surabaya bersiap mem-
bangun dermaga curah cair di
Pelabuhan Celukan Bawang. Ka-.
barnya juga, BT Pelindo Il Sura-
baya daldm membangun dermaga
curah cajr di Pelabuhan Celukan
idak memperhatikan RIP
g ‘

kalau a;a pertemuan digagas

apa yang

koordinasi dengan
‘ﬂaﬂg diterima_
ungan Laut dinyat
‘ 1 sisi legalitas pem-
) ‘dermaga curah cair di
Pelabuhan Celakan Bawang tidak
n. Namun, dari sisi
tersebut belum men-
RIP, Sedangkan RIP-nya

i Ealam proses penyu-

jadi tanggungjawab
KSOP. &-k19 |

o AR g TS




